BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah harus didorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Untuk
memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian
tersebut, diperlukan adanya pengaturan kebijaksanaan manajemen Pegawai
Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar dan prosedur yang sama dan
bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan
nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya
Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban
modern, demokratis, adil, makmur, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai
Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi
masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata
kepada masyarakat dengan dilandasi dengan kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bagian dari pembinaan
Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan dengan sebaik-
baiknya dengan berdasarkan pada kepaduan sistem prestasi kerja dan sistem
karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk

memberi peluang kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk



meningkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat.
Dengan demikian pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan pada sistem
prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian obyektif terhadap prestasi,
kompetensi dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Dalam pembinaan kenaikan
pangkat, disamping berdasarkan sistem prestasi kerja juga diperhatikan sistem
karier.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, dengan
menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam penetapan
formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan
serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen Pegawai Negeri
Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil pusat maupun Pegawai Negeri Sipil daerah.
Dengan adanya keseragaman tersebut, diharapkan akan diciptakan kualitas
Pegawai Negeri Sipil yang seragam di seluruh Indonesia. Di samping
memudahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, manajemen yang
seragam dapat pula mewujudkan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian
hukum bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil.

Manajemen pegawai negeri sipil merupakan keseluruhan upaya untuk
meningkatkan efisieni, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan
tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan,
pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan

pemberhentian.'

' Bagus Sarnawa dan Hayu Sukiyoprapti, 2007, Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Yogyakarta, Lab
Hukum UMY, him 21.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Bupati/Walikota sebagai pejabat
pembina kepegawaian daerah dibantu oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah menyatakan bahwa BKD
mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam
melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dilakukan
dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendidikan dan pelatihan jabatan,
kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam
jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Namun demikian dalam kenyataannya,
syarat-syarat yang ditetapkan untuk pengangkatan pejabat dalam jabatan
struktural tidak hanya murni berdasarkan penilaian atas bobot tugas, tanggung
jawab dan wewenang tetapi kadang justru malah lebih ditentukan karena faktor di
luar hal tersebut, antara lain kedekatan pegawai dengan pimpinan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dalam prakteknya, pengangkatan
pegawai dalam jabatan struktural sering tidak sesuai dengan peraturan. Hal inilah
yang sering menimbulkan masalah kepegawaian antara lain rasa tidak senang
dengan pejabat yang diangkat karena merasa pengangkatan tersebut tidak adil.
Rasa tidak senang ini sering kali berakibat menurunnya tingkat kerja sama dengan

pejabat yang bersangkutan sehingga akhirnya pekerjaan yang menjadi tanggung



jawab bersama antara pegawai yang bersangkutan dengan pejabat tersebut
menjadi kurang baik hasilnya. Selain itu sering ada rasa kurang puas dari pegawai

yang lain yang akhirnya berakibat pada menurunnya prestasi kerja karyawan.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah peranan Bupati dalam pembinaan Kepegawaian di Kabupaten
Sleman?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi Bupati dalam pembinaan kepegawaian di

Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui peranan dalam pembinaan Kepegawaian di Kabupaten
Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat Bupati dalam

pembinaan kepegawaian di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya
Hukum Administrasi Negara.
2. Manfaat praktis

Memberikan masukan dalam pembinaan kepegawaian di Kabupaten Sleman.



